PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PROVINSI BANTEN

PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang- Banten Telp.(0254) 267117
Surat Elektronik dishub@banten.go.id




DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

Nomor SOP

‘Tanggal pembuatan
‘Tanggal revisi

20 Oktober 2022

Tanggal pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Judul SOP

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

U -Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Informasi Publik

2. Publilc 2) Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola
3.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten Searsl Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
. B D intah nomor 61 Tahun 2010 Daerah dan Pcm&urfm Gu.brrmlr Nomor 16 'l‘ja]u-m.ml 1 Tentang Pedoman]
et Pel Undeng- Undang somor 14 Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten
TR Dy ke 3) Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan :
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 a) Melakukan pelayanan publik
Tahun 2010 tentang b) Memahami pendokumentasian, kearsipan
g dan Dok di
6. Pedoman Pengelolaan hlfﬁs[.:to umentasi g M ES logi informasi
Lingkungan Komunikasi rmatika e i o
7. Petairat Mentar Datam N i Nomor 3 Tahun 2017 d) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan pelavanan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
Pemerintah Daerah
8.  Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Gubermr Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan
Masyarakat yang Membutuhkan 1 Formulir isian
informasi Publik dari Pemerintah 2. komputer
3. Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5 ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon
informasi tidak akan terlayani dengan Baik

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima
tidak akan tercapai

Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif
Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif




STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Publik

Maklumat Pelayanan
Infrormasi Publik

i Pelaksana Pendukung

o e PPID Pelaksana | _ Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output e

1 Menyusun maklumat pelayanan yang Standar Pelayanan Informasi Tentatif Konsep Maklumat Wajib : menggunakan bahasa
merupakan pernyataan kesanggupan Publik Pelayanan Informasi |Indonesia yang baik dan benar;
penyelenggara dalam Publik mudah dipahami;
melaksanakanpelayanan sesuai dengan mempertimbangkan penggunaan
ketentuan standar pelayanan yang baik bahasa yang digunakan penduduk

setempat

2 Menetapkan Maklumat Pelayanan Konsep Maklumat Pelayanan Tentatif Maklumat Pelayanan
Informasi Publik Informasi Publik Infrormasi Publik

3 Mengumumkan dan Menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Infrormasi |Tentatif Pengumuman Penyebarluasan melalui : papan

pengumuman; laman resmi (Website)
PPID dan/atau Badan Publik; media
sosial PPID dan/atau Badan Publik; d.
Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi
berbasis teknologi informasi
Penyebarluasan wajib : memperhatikan
Aksesibiltas

lbagi Penyandang Disabilitas; paling
|sedikit dilengkapiBraille.dengan audio,
visual.
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